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BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 49 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDlKAN INKLUSIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa peserta didik berkebutuhan khusus merupakan warga 
negara Indonesia yang mempunyai kedudukan h u kum dan 
hak yang sama u ntuk m endapatkan pendidikan yang 
bermutu pada satuan pendidikan di sem u a jenis, j alur, dan 
jenjang pendidikan secara inklusif; 

b . bahwa peserta didik berkebutu h an khusus sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a belum m endapatka n pendidikan 
yang sesuai dengan kondisi, karakteristik dan k bu tuhannya 
d ikarenakan sebagian besar satu an pen didikan di Ka bupaten 
Tasikmalaya be1um dapat mengakomodasi kebutuhan peserta 
didik berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran, oleh 
karena itu diperlukan sis tem pembelajaran khusus yang 
inklusif dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik dalam 
upaya m enjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu 
ba gi setiap warga n egara; 

c. bahwa berdasarkan keten tuan Pasal 6 ayat (1 ) Peraturan 
Men teri Pendidikan Na sional Nom or 70 Tahun 2009 ten tang 
Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki 
Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan l atau Bakat 
Istimewa, Pemerintah Kabupaten/ Kota menjamin 
terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan 
ke bu tuhan peserta didik; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , h uruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
Inklusif; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalap1 Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapakali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un dang­
Undang Nomor Ta h un 20 6 ten tang Pe bahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tah n 2002 ten t g Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 2016 
Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Rep b ·k Indonesia 
Nomor 5946); 

3. Undang-Undang Nom or 20 Tahun 2003 tent 
Pendidikan N asional (Lem baran N egara Repu blik I 
Tahun 2003 Nom or 78, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nom or 14 Tahun 2005 ten tang 
Dosen (Lembaran egara Republik Indones· a Tah 

·stem 

udan 
2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik I donesia 
Nomor 4 586); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Da erah (Lembaran N gara Repu Ii I donesia 
Tahun 20 4 Nomor 244, ambahan Lem aran Negara 
Republik ndonesia Nom or 5587), s eba gaiman a telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapa Perat ran Pe erintah 
Penggan ti Undang-Undang No or 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Un dang ( mbaran Negara 
Republi Ind nesia Tahu n 2 0 23 Nom or 4 , Tambahan 
Lem baran Negara Repu blik n donesia Nomo 856); 

6. Un dang-Undang om or 8 Tahu n 2 16 t nt g P nyandang 
Disabilita s (Lembara n Negara e blik Ind n e ia Tahun 
20 16 Nom or 69, Tambahan Lem baran Ne ar Republik 
Ind on esia Nomor 587 1 ; 

7. Peratu ran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2008 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 
4 94 1) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2 01 7 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pem erin tah Nom or 74 Tahu n 2008 tentang Guru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6058); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 157) ; 
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9 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang 
Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang 
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6473); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 
Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik 
yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan 
danl a tau Bakat Istirnewa; 

11. Peraturan e ter· Pend'd'kan dan Ke ud yaan Nomor 32 
Tahun 2022 ten tang Standar Teknis P ay an Minimal 
Pen didikan (Berita Nega ra Republik Indones ia Tahun 2022 
Nomor 677); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom r 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk H kum 
Daerah (Lernbara n Daerah Kabupaten Tasikmalaya ahun 
2016 Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 0 or 3 
Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Pendi . an Le baran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 3); 

PERATURA 
PENDIDIKAN 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI 
KLUSIF. 

TE A 

BAB 
KETENTUAN UMUM 

Pa sal 1 

PENYEL G ARAAN 

Dalarn Peraturan Bupati in i yang imaksud den gan: 
1. Daerah a dalah Daerah Kabu paten Tasikmalaya. 
2. Bupati a dalah Bupat i Tasikmalaya. 
3. Pemerin tah Daerah adalah Bupati seba gai ns r eny enggara pe erintahan 

daerah yang rnemimpin pelaksana a n urusan pem e intahan yang menjadi 
kewenang daerah otonom . 

4. Perangkat aerah adalah unsur pem bantu Bupa ti d De an Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penye enggaraan u rusan pemerin tahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Pendidikan adalah u saha sa dar dan terencana untu mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepr ·ba dian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

6. Pendidikan Inklusif adalah sis tern penyelenggaraan pendidikan yang 
memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan 
danl atau memiliki potensi kecerdasan danl atau bakat istimewa untuk 
mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan 
secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada urnurnnya. 

7. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
pembimbingan dan pelatihan. 
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8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utarna mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik 
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 
dan pendidikan menengah. 

9. Guru Pembimbing Khusus adalah Guru yang ditugaskan untuk membimbing, 
mengajar, menilai, dan mengevaluasi PDBK pada Satuan Pendidikan. 

10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia padajalur, jenjang, dan 
jenis pendidikan tertentu. 

12 . Peserta Didik Berk ebutuhan Khu sus yan g selanjutnya d is ingka t P BK adalah 
Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, menta , intelektual, 
danl a a u sosial, atau memiliki poten s i kecerdasan dan I atau bakat . s t im ewa. 

13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalarni keter a ta san 
fisik , intelektual, mental, danl atau sensorik dalarn jangka waktu la a yang 
dalarn berinteraksi dengan lingkun gan dapat mengalarni harnba tan dan 
kesu lit u ntuk berpartisipasi secara penuh dan efek tif dengan warga negara 
lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

14. Satu n Pendidikan a dalah k elompok layanan pendidikan yang 
men elenggarakan pendidikan pada jalur form al, nonfor al, dan informal 
pada s etia p j enjang dan jenis pendidikan. 

15. Pendidik an Anak Usia Dini ya n g selanjutnya disingkat PAUD adal h suatu 
upaya pem binaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sam pai den gan usia 
6 (en m ) t a hun yang dilakukan m elalui pem berian rangsangan pe didikan 
untuk m embantu pertumbuhan dan perkemba gan jasmani dan 0 ani agar 
anak emi iki kesiapan dalam memasu ki pendidikan leb·h Ian· t . 

16. Tama . anak-kanak yan g selanjut ya disingkat TK adalah salah sa tu bentuk 
satuan AUD pada jalu r pendidikan formal yang m enyelen ggarakan program 
pendidikan bagi anak berusia 4 (em pat ) ta h u n s a m pai dengan 6 ( n a m ) tahun 
deng prioritas usia 5 (lima ) dan 6 (enam) tahu n. 

17. Pendid ika n Da sar a da lah jen · ang p en didikan pada j alur pen didikan formal 
yang mela n dasi j enjang pendidikan m enen gah, yang disele ggarakan pad a 
satuan endidikan berbentu k sekolah dasa r a tau ben t k lain yang sederajat 
serta men · a d i satu kesatu an kelanjutan pendidika n pada satu an pendidikan 
yang berben tuk sekolah men engah pertama a ta u bentuk lain yang sederajat. 

18. Sekolah Dasar yang sela nju tnya disingkat SD adalah sala h satu bentuk 
satuan pendidikan formal yang m enyelenggarakan p en d · dikan umum pada 
jenjang pendidikan da sar. 

19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya d isingkat SMP, adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggaraka n pendidikan 
umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk 
lain yang sederajat atau lanjutan da r i hasil belajar yang diakui sarna atau 
setara SD. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk member ikan landasan, pedoman 

dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pen d idikan Inklusif di 
Daerah. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a . memberikan kesempatan seluas-Iuasnya kepada PDBK u n tuk memperoleh 

pendidikan bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampu annya; 
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b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 
keanekaragaman, tidak diskriminatif dan terbuka bagi seluruh Peserta 
Didik; dan 

c. memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan, Pen didik, Tenaga 
Kependidikan, dan PDBK dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. 

BAB III 
PENDIDlKAN INKLU8IF 

Bagian Kesa u 
Penye enggara Pendidikan nklusi 

Pasal 3 
(1) Pendid ika n Inklusif diselenggarakan pada 8atuan Pendidikan j njang PAUD, 

8 , dan 8MP. 
(2) en ·dikan Inklu sif sebagaiman a dimaksud pada ayat (1 wajib 

di el ggarakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit pada: 
a. 1 (satu) 8atuan Pendidikan jenjang PAUD dalam wilayah Daerah; 
b. 1 ( tu) Satuan Pendidikan SD pa da setiap Kecamatan; dan 
c. 1 (sa t ) Satuan Pendidikan 8MP p a d a setiap Kecamatan. 

(3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai 
dengan huruf c wajib m engalokasikan kursi Peserta idik paling , dikit 1 
(satu) PDBK dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima. 

(4) Bupati Inenetapkan 8atuan Pendidikan sebagaimana . aks d pada ayat (2) 
huruf a s pai dengan huruf c yang menyelenggara an Pen ·d·kan Inklusif 
dengan Keputusan Bupati. 

(5) 8atua Pendidika selain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaiman imaksud 
pada ay t 4 apa t menyelenggarakan Pendidikan n klusif. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pelaksana a n Pendidikan In us 

Pasa1 4 
(1) Pendid· an Inklu sif d ilaksanakan pa d a kela umum n elas 
(2) Kelas m sebagaimana d ·m aksud pada ayat (1 ) m e pa yang 

menggabu n gkan PDBK dengan Peser ta Didik proses 
pembelajaran. 

(3) Kelas khus s sebagaim ana dimaksu d pada ayat (1) m e pakan kelas yang 
diperuntukkan secara khusus u n uk m emberikan layanan pembelajaran 
kepada PDBK p ada waktu terten tu dalam rangka pem enuhan kebutuhan 
PDBK. 

Bagian Ketiga 
Penerima Manfaat Pen didikan Inklusif 

Pasa15 
(1) Penerima manfaat Pendidikan Inklusif adalah PDBK. 
(2) PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. PDBK Penyandang Disabilitas; 
b. PDBK yang mengalami lamban belajar; 
c. PDBK yang mengalami kesulitan belajar spesifik; 
d. PDBK yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika; dan 
e. PDBK yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. 

(3) PDBK Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dibuktikan dengan keterangan medis dari dokter danl atau dokter spesialis 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(4) PDBK yang memiliki potensi kecerdasan danjatau bakat istimewa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibuktikan dengan: 
a. tes psikologi; dan 
b. memiliki pre stasi akademik tinggi danj atau bakat istimewa di bidang seni 

dan/ atau olahraga. 

Bagian Keempat 
PDBK yang Memiliki Potensi 

Kecerdasan danjatau Bakat Istimewa 

Pasal6 
(1) PDBK yang m emiliki potensi kecerda san dan/atau baka IS Im ewa dapat 

diberikan program p endidikan khusus berupa: 
a. program percepatan; danj atau 
b . program pengayaan. 

(2) Pr gram percepatan sebagaimana dim aksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
den ga persyaratan: 
a. D K m emiliki potensi kecerdasan danj a tau bakat istimewa yang iukur 

denga n tes psikologi; 
b. D K memiliki pre stasi akademik tinggi dan/atau bakat ·s ti ewa di 

bidang seni dan/atau olahraga; dan 
c. S tu an Pendidikan penyelenggara te1ah atau hampir memenuhi standar 

n a sional pendidikan. 
(3) Program percepatan sebagaim ana dimaksud pada ayat ( h u r f a dapat 

dilakukan dengan m enerapkan sistem kredit sem ester seSUaI dengan 
ketentu an peraturan perundang-undangan. 

(4) Progra m pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ilakukan 
me1alu i bimbingan khusu s yang dilakukan oleh Guru kepada DBK yang 
memiliki potensi kecerda sa n danj atau baka t istim ewa pa a waktu tertentu 
sesuai dengan kebutuhan. 

Bagian Kelima 
Pen erimaan Peser ta Didik Baru 

Pasal 7 
(1) Penerimaan PDBK pada Satuan Pendidikan yang meny enggarakan 

Pendidikan In klu sif d ilaksanakan m elalui m ekanisme penerimaan peserta 
didik baru. 

(2) Mekanisme penerimaan peserta d id ik baru sebagaimana d ·maksud pada ayat 
(1) dilaksanakan s esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Ku rikulum 

Pasal8 
(1) Kegiatan pembelaj aran pada sistem Pendidikan Inklusif menggunakan 

kurikulum yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, 
dan kebutuhan Peserta Didik. 

(2) Dalam me1akukan modifikasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif wajib 
berpedoman pada panduan pelaksanaan Pendidikan Inklusif yang diterbitkan 
oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pendidikan. 
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Bagian Ketujuh 
Pendidik 

Pasal9 
(1) Kegiatan pembelajaran pada sistem Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh 

Guru danl atau Guru Pembimbing Khusus. 
(2) Guru danl atau Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. melakukan identifikasi dan asesmen PDBK; 
b. melakukan penyusunan profil be ajar PDBK; 
c. melakuk a n penyusunan perencanaan pembelajaran PDBK; 
d. melakukan pelaksanaan pembelajara n PDBK; 
e . m elakukan p en ilaian dan evalua si pembelajaran PDBK; dan 
f. m en sun laporan hasil belajar PDBK. 

(3) Iden tifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakuk n 
rangka mengenali dan menganalisis hambatan danl atau potensi PDB 
pr ses pembelajaran. 

(4) Iden tifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan: 
a. observa si; 
b. awancara; 
c. tes; danl atau 
d. peme' saan dokumen PDBK yang berkaitan dengan h ambata ani a tau 

potensi yang bersangkutan. 
(5) Ases e seba gaimana dim aksud pada ayat (2) huruf a dilaku ka dalam 

rangk m e i ai hasil ident 'fikasi sebagaimana dimaksud pada aya t (3) untuk 
selanju tnya menjadi bah an dalam m enentukan metode pem elajaran yang 
tepat a gi PDBK. 

(6) Penyusu nan profil belajar PDBK sebagaimana dim ksud pada ayat (2) huruf b 
dilaku ka n dala m rangka m emetaka n gambaran aktua l tentartg kondisi, 
karakteristik, h ambatan dan/ atau potensi, serta m etode pembelc ja an yang 
diperlu kan 0 eh PDBK. 

(7) Profil elaj PDBK sebagaimana dimaksu d p ad ayat (6) p in g sedikit 
memuat inform asi sebaga i berikut: 
a. iden tita ; 
b. kemampuan akademik; 
c. kemampu an sosio emosi; 
d. kemampu an motorik ; 
e. kondisi kesehatan; da n 
f. kemandirian. 

(8) Penyusunan perencanaan pembelajaran PDBK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka menghasilkan program dan proses 
pembelajaran bagi PDBK. 

(9) Penyusunan perencanaan pembelajaran PDBK sebagaimana d imaksud pada 
ayat (8) dilakukan dengan berpedoman pada panduan pelaksanaan 
Pendidikan Inklusif yang diterbitkan oleh Kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. 

(10) Pelaksanaan pembelajaran PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
d dilakukan dalam rangka penerapan perencanaan pembelajaran yang telah 
disusun dan penerapan modifikasi proses pembelajaran. 

(11) Modifikasi p roses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada aya t (10) dapat 
dilakukan terhadap: 
a. materi pembelajaran; 
b. sOal-soal pembelajaran; 
c. alat-alat penunjang pembelajaran; 
d. waktu kegiatan pembelajaran; 
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e. tempat kegiatan pembelajaran; dan/ atau 
f. cara penyampru.an materi pembelajaran. 

(12) Penilaian dan evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e dilakukan dalam rangka menilai dan mengevaluasi capaian PDBK 
dalam mengikuti proses pembelajaran. 

(13) Penyusunan laporan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
f dilakukan dalam rangka memberikan laporan kemajuan dan pencapaian 
PDBK selama mengikuti proses pembelajaran. 

(14) Format laporan hasil belajar sebagaimana dirnaksud pada ayat (13) 
ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan. 

Bagian Kesernbila n 
Kenaikan Kelas dan Kelulusan 

Pa sal 10 
(1) K n . an kelas PDBK dapat dilakukan apabila telah rnenuntaskan apaian 

pe belajaran yang telah ditentukan oleh Guru dan/ atau Guru Pernbirnbing 
Khu sus . 

(2) Sat an Pendidikan yang rnenyelenggarakan Pendidikan Inkl sif dapat 
rnenentukan kriteria kenaikan kelas d engan rnernpertirnbangkan: 
a. 1 poran capaian hasil belajar; 
b. 1 por capaian projek penguatan profil pela·ar Panca sila ; 
c. port fo io DBK; 
d. p rest . akademik dan non akadem ik; 
e. e str rikuler; 
f. p ng argaan PDBK; dan 
g. tin g at e a iran PDBK. 

(3) Satuan Pendidikan dapat rnelakukan fleksibilitas terhad p tingkat ehadiran 
PDBK sebagairnana d irnaksud pada ay t (2) huruf h dalam rangka 
rnengak rnodas i kondis i, karakteristik, dan ebu tuh an PDBK. 

Pa sal 1 
Kelulusan PDBK diten tukan oleh Satuan Pendidikan setelah PD K e untaskan 
capaian pernbelajaran yang telah dit ntukan oleh uru dan/ a tau Guru 
Pembirnbing Khusus s esuai dengan waktu yang d itentukan oleh r ikulum yang 
berlaku. 

BABIV 
DUKUNGAN PELAKSANAAN 

PENYELENGGARAAN PENDIDI N INKLUSIF 

Bagian Kesatu 
Dukungan Pernerin tah Daerah 

Pasal 12 
(1) Pernerintah Daerah wajib rnernberikan dukungan penyelenggaraan Pendidikan 

Inklusif berupa: 
a. penyediaan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; 
b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan bagi 

penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; 
c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada 

Satuan Pendidikan yang rnenyelenggarakan Pendidikan Inklusif; 
d . penyelenggaraan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk 

rnengernbangkan dan rneningkatkan kornpetensi Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan dalam rnernaharni sis tern Pendidikan Inklusif; 

e. rnodifikasi kurikulurn penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan 
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f. penyediaan sarana dan prasarana. 
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap 

dengan mengutamakan Satuan Pendidikan yang sudah menerima PDBK. 
(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan: 
a. kemampuan keuangan Daerah; 
b . rencana pembangunanjangka panjang Daerah; 
c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan 
d. rencana kerja Pernerintah Daerah. 

Bagian Kedua 
Dukungan Masyara kat 

Pa sal 13 
(1) Masy akat dapat berpartisipasi dalam mendukung penyele gga aan 

P d idikan Inklusif. 
(2) Be t k dukun gan masyarakat dalam penye1enggaraan Pendidikan In klusif 

seba gaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat berupa: 
a. penyelenggaraan Pendidikan In klusif pada Satuan Pendidi a n yang 

iselenggarakan oleh masyarakat; 
b. pem berian bantuan Pendidik dan I a tau Tenaga Kependidikan pr fesional; 
c. pem be 'an sarana dan prasarana ntuk men n 'ang penyele ggaraan 

Pen didikan nklusif; 
d. p m ber 'a n bantuan p rofesional u n tu k m eningkatkan kom eten si endidik 

danl tau Tenaga Kependidikan dalam memahami sistem Pe didikan 
In kl 'f; 

e. pem ber'an bantuan p rofesional dalam penyusunan m odifikasi ku rikulum 
Pen didikan In klusif; 

f. pemberian bantuan p ro es ional dalam p e1a iha n minat, bakat, otensi dan 
keterampilan PDBK; 

g. pemberia bantuan profesional dalarn peren canaan, pelaksanaan, 
m on itoring dan evaluasi penyel nggaraan Pen didikan Inklu 'if; 

h, pem berian bantuan profesional da lam m elakukan identifi a si, asesmen, 
dan penyusu n an profil bela jar PDBK; 

1. pemberian bantuan m ed is danl atau psikologis dalam rangka memenuhi 
kebutu h a n khusus PDBK; dan 

J. bentuk dukungan lain u n t k m en goptimalkan layanan pendidikan kepada 
PDBK. 

BABV 
PEMBIAYAAN 

Pasal14 
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari: 
a. anggaran pendapatan dan be1anja daerah; danl atau 
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal15 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati lnl dengan penempatannya dalam 
Kabupaten Tasikmalaya. 

pengundangan 
Berita Daerah 

Ditetapkan di Singaparna 

Diundangkan di ingaparna 
pada~ggaU~ ·,Jovember 2~23 

s~ "'SEKRE r ~ .~ DAERAH 
/J KABUEAT 1\ ,SIKMALAYA, 

l II 
1 # 

pada tpnggal 15 ~J ovember 2823 

BUP~l#"'T IKMALAYA, 
;, fi "'~ 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 49 


